
 
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SUDAH DI LAKSANAKAN 

TAHUN 2024 SD TRIWULAN II DESDM PROV. KALTENG 
 
  

No. Program Kegiatan 

 

Sub Kegiatan 

 

Pencapaian kegiatan 

 

Realisasi anggaran 

1 2 3  8 6 

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2.150.988.652 42,89% 

a Kegiatan : 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah. 

 
47.878.000 

 
42,63% 

a)  Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah. 

84,7% 17.420.000 

b)  Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA SKPD 

12,78% 1.278.000 

c)  Koordinasi dan Penyusunan 
DPA SKPD 

10,15% 1.015.000 

d)  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

28,58% 28.165.000 

b  Kegiatan : 
 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 
1.732.358.557 

 

 
42,60% 

a)   
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 
44,12% 

 
1.720.198.557 

 

b)  Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/ Verifikasi 
Keuangan SKPD 

 
19,4% 

 
0 
 

c)  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulan/ Semesteran SKPD 

 
0% 

 
0 

c Kegiatan : 
 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

 
12.160.000 

 
31,72% 

a)   
Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

 
11,33% 

 
0 

  b)  Koordinasi dan Penilaian 
Barang Milik Daerah SKPD 

 
32,85% 

 
12.160.000 

d Kegiatan : 
 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 
0 

 
23,50% 

 a)   
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

 
23,50% 

 
0 

e Kegiatan : 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 
214.056.302 

 

 
55,60% 

a)   
Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik /Penerangan 
Bangunan Kantor 

 
0% 

 
0 

b)  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 
68,55% 

 
0 
 

c)  Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

 
13,54% 

 
0 

d)  Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan  

 
26,32% 

 
2.550.000 

e)  Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
undangan 

 
29,01% 

 
1.245.000 

f)  Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 
38,93% 

 
210.261.302 

g)  Dukungan Pelaksanaan   



Sistem Pemerintahan Berbasis 
Eleltronik pada SKPD 

0% 0 

f Kegiatan : 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 
114.101.350 

 
31,58% 

a)  Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

1,82% 0 

b)  Penyediaan Jasa Komunikasi 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 
39,26% 

 
107.101.350 

c)  Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

29,23% 7.000.000 

g Kegiatan : 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 
30.434.443 

 

 
31,55% 

a)  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan Biaya 
Pemeliharan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan. 

 
52,93% 

 
19.554.443 

  b)  Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan Biaya 
Pemeliharan Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan.. 

 
0% 

 
0 
 

c)  Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

17,55% 10.310.000 

d)  Pemeliharaan Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

 
30,18% 

 
570.000 

e)  Pemeliharaan Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya  

 
64,75% 

 
0 

2. Pengelolaan Aspek Kegeologian   
24.292.832 

36,90% 

a Kegiatan : 
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air 
Tanah dalam daerah provinsi 

 
24.292.832 

 
33,33% 

a)  Pengumpulan dan Pengolahan 
Data Zona Konservasi Air 
Tanah pada Cekungan Air 
Tanah   

 
24,36% 

 
0 

b)  Pengendalian dan 
Pengawasan Pemanfaatan 
Zona Konservasi Air Tanah 
pada Cekungan Air Tanah   

 
40,06% 

 
24.292.832 

b Kegiatan : 
Penetapan Nilai Perolehan Air  Tanah  dalam Daerah 
Provinsi 

 
0 

 
43,16% 

a)  Pengumpulan dan Pengolahan 
Data dan Informasi Nilai 
Perolehan Air Tanah. 

 
86,32% 

 
0 

b)  Pengendalian dan 
Pengawasan Pemanfaatan  Air 
Tanah. 

 
0% 

 
0 

3. Pengelolaan Mineral dan Batubara 33.590.000 17,60% 

a Kegiatan : 
Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil. 

 
28.670.000 

 
39,84% 

a)  Pengumpulan dan Pengolahan 
Data Informasi Wilayah Izin 
Usaha Pertambangan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan dala 
1 (satu) Daerah Provinsi dan 
Wilayah Laut sampai dengan 
12 Mil. 

 
 

45,85% 

 
 

28.670.000 

b)  Penentuan dan Penetapan 
Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dala 1 
(satu) Daerah Provinsi dan 
Wilayah Laut sampai dengan 
12 Mil. 

 
30,6% 

 

 
0 



 b Kegiatan : 
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal 
dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan 
Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil. 

 
 

4.920.000 

 
 

8,49% 

a)  Penyusunan Rekomendasi 
Perizinan dan Reformasi  Izin 
Usaha Pertambangan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 
dalam rangka Penanaman 
Modal dalam Negeri pada 
Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan Daerah yang 
berada dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi termasuk  Wilayah 
Laut sampai dengan 12 Mil. 

 
 
 

5,63% 
 

 
 
 
0 

b)  Pengendalian dan 
Pengawasan Pelaksanaan 
Perizinan Usaha 
Pertambangan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dalam 
rangka Penanaman Modal 
dalam Negeri pada Wilayah 
Izin Usaha Pertambangan 
Daerah yang berada dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 
termasuk  Wilayah Laut 
sampai dengan 12 Mil. 

 
 
 

13,74% 

 
 
 

4.920.000 

c Kegiatan : 
Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk 
Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara,Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. 

 
0 

 
0% 

a)  Penyusunan dan Perumusan 
Rekomendasi Perizinan dan 
Informasi Izin Pertambangan 
Rakyat untuk Komoditas 
Mineral Bukan Logam, 
Batubara,Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dalam 
Wilayah Pertambangan 
Rakyat. 

 
 
 

0% 

 
 
 
0 

b)  Pengendalian dan 
Pengawasan Pelaksanaan 
Perizinan Usaha 
Pertambangan Rakyat untuk 
Komoditas Mineral Bukan 
Logam, Batubara,Mineral 
Bukan Logam dan Batuan 
dalam Wilayah Pertambangan 
Rakyat. 

 
 
 

0% 

 
 
 
0 

 d Kegiatan : 
Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan 

 
0 

 
13,51% 

a)  Penentuan dan Penetapan 
Harga Patokan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 

 
100% 

 
0 

b)  Pengendalian dan 
Pengawasan Pelaksanaan 
Harga Patokan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan 

 
7,93% 

 
0 

4. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 180.424.742 0,72% 

a Kegiatan : 
Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar 
Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan 
Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam  Wilayah Provinsi 

 
180.424.742 

 
0,70% 

a)  Perencanaan Kegiatan 
Pemanfaatan Aneka EBT 

82,30% 93.424.742 

b)  Pelaksanaan Kegiatan 
Pemanfaatan Aneka EBT 

 
0,07% 

 
87.000.000 

c)  Penyusunan dan 
Pemutakhiran Data Potensi 
Aneka EBT di Daerah 

0%  
0 

b Kegiatan : 
Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang 

 
0 

 
0% 



 

Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi 

a)  Bimbingan Teknis Konservasi 
Energi Terhadap Pelaku 
Usaha yang Izin Usahanya 
dikeluarkan oleh Daerah 
Provinsi 

 
0% 

 
0 

c Kegiatan : 
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi 
Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di 
Tingkat Daerah Provinsi 

 
0 

 
16,59% 

a)  Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Konservasi 
Energi Kepada Perangkat 
Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

 
22,26% 

 
0 

b)  Sosialisasi Konservasi Energi 
Kepada Perangkat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 
10,92% 

 
0 

5. Pengelolaan Ketenagalistrikan 186.245.364 4,09% 

 a Kegiatan : 
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya 
dalam Daerah Provinsi 

 
0 

 
0% 

a)  Penetapan Prosedur dan 
Persyaratan Izin Operasi yang 
Fasilitas Instalasinya dalam 
Daerah Provinsi 

 
0% 

 
0 

 b Kegiatan : 
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 
bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya 
dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 

 
0 

 
0% 

 a)  Pengendalian dan 
Pengawasan Pelaksanaan 
Perizinan Usaha Jasa 
Penunjang Tenaga Listrik bagi 
Badan Usaha dalam 
Negeri/Mayoritas Sahamnya 
dimiliki oleh Penanam Modal 
Dalam Negeri 

 
0% 

 
0 

c Kegiatan : 
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, 
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum 
Berkembang, daerah Terpencil dan Perdesaan 

 
186.245.364 

 
4,11% 

a)  Penetapan Penerimaan 
Manfaat dari Kelompok 
Masyarakat Tidak Mampu 

4,69% 186.245.364 

b)  Pengumpulan dan Pengolahan 
Data dan Informasi Sasaran 
Pembangunan Sarana 
Penyediaan Tenaga Listrik 
Belum Berkembang, daerah 
Terpencil dan Perdesaan 

 
 

0% 

 
 
0 

c)  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyediaan Tenaga Listrik 
Belum Berkembang, daerah 
Terpencil dan Perdesaan 

 
8,13% 

 
0 

d)  Pembangunan Sarana 
Penyediaan Tenaga Listrik 
Belum Berkembang, daerah 
Terpencil dan Perdesaan 

 
2,04% 

 

 
0 


